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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 
 

 
     NOMOR : 28                                 2022                                     SERI : E 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 28 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, 

PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, 
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN SERTA LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH DI KOTA BEKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kota Bekasi  Nomor 11 Tahun 2021  tentang  Pemberian 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kota Bekasi 
dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 
5312/KU.16.01.01/Bakesbangpol tentang Persetujuan 
Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
tanggal 02 September 2022, maka Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran serta Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bekasi, dipandang 
perlu diubah untuk kedua kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran serta Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bekasi; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaiman telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1777); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 6); 

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Panyaluran Serta Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah 
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Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 41), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 
tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Panyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang 
Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 
Nomor 42); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN  KEDUA 
ATAS  PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 
2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, 
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI 
PENGAJUAN, PENYALURAN SERTA LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH 
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA 
BEKASI. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang  Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Panyaluran Serta 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi  Tahun 2018 Nomor 41 Seri E), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 
tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 
Tahun 2018 tentang  Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Panyaluran Serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi  Tahun 2021 Nomor 42 
Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota Bekasi 
yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per suara sah. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

  Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 28 Desember 2022 

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 
 
         Ttd/Cap 
 

TRI ADHIANTO TJAHYONO 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 28 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                      Ttd/Cap 
 
 

             RENY HENDRAWATI 

  

 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2022 NOMOR 28 


